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CATATAN

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011
tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan TArif Bea
Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.010/2015, telah ditetapkan pembebanan
tariff bea masuk atas barang impor, bahwa Menteri Perhubungan melalui surat
Nomor KU.201/1/9 Phb 2015 tanggal 13 Juli 2015 perihal PErmohonan Fasilitas
Bea dan Masuk 0% (nol perseratus) Atas Impor Barang Dan Bahan Guna
Perbaikan Dan/Atau Pemeliharaan Pesawat Terbang, menyampaikan usulan
kepada Menteri Keuangan untuk memberikan insentif fiscal berupa fasilitas bea
masuk 0% (nol persen) atas impor produk dan bahan guna perbaikan dan/atau
pemeliharaan pesawat terbang, sesuai dengan hasil Rapat Koordinasi Bidang
Perekonomian pada tanggal 17 Desember 2015 yang dipimpin oleh Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian, diputuskan bahwa tarif bea masuk sebesar
0% (nol persen) dikenakan terhadap impor 21 (dua puluh satu) pos tarif barang
dan bahan guna perbaikan dan/ atau pemeliharaan pesawat terbang.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
Permenkeu RI No. 213/PMK.011/2011.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Mengubah Lampiran Il Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011
tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk
Atas Barang Impor sebagaimana telah diubah dengan:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.011/2013,;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.010/2015;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.010/2015,

yang menetapkan tarif bea masuk atas barang impor berupa barang dan bahan
guna perbaikan dan/atau pemeliharaan pesawat terbang, sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pengenaan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal | dapat
dilakukan evaluasi sesuai dengan perkembangan dan kondisi perekonomian,
berlaku atas impor barang yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah
mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean pemasukan
terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2016 dan diundangkan
pada tanggal 4 Maret 2016.



